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Kata Pengantar

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya karena hanya dengan perkenan-Nya kami
dapat menyusun “Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021 - 2026 ini.

Penyusunan  Renstra Kecamatan Kejobong merupakan rincian
pencapaian tujuan dan sasaran. Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021 —
20216 yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Renstra Kecamatan Kejobong disamping berfungsi sebagai pedoman
kerja, juga diharapkan dapat menyatukan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, persepsi, strategi seluruh
aparat Kecamatan Kejobong dalam membina, melayani, dan memfasilitasi
pembangunan dan pemberdayaan, menuju masyarakat yang mandiri. Selain itu
juga  untuk  mengevaluasi kinerjakKecamatan Kejobong  ditehun-t2hun
sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada lima tahun yang
akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada
Kecamatan Kejobong.

Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021-2026 merupakan program dan
kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan di wilayah Kecamatan Kejobong. Adapun keberhasilan Renstra
Kecamatan Kejobong ini‘tidak lepas dari komitmen, integritas dan kerjasama dari
semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari
sempurna, untuk itu kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak,
apabila masih terdapat kekurangan atau belum sesuai dengan harapan.

Besar harapan kami semoga Dokumen Renstra ini dapat kami laksanakan
dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

; (?ﬁﬁ:‘wrg\;fq\eptember 2021.
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BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-
2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor § Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat
Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan;

bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis
Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Perda RPJMD ditetapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
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P Nomor 13 Tahun 1950 tentang

CIEE:?;MI{M Daerah-daerah  Kabupasten  Dalam

Rﬁpubukgan Propinsl Djawa Tengah (Berita Negara
Indongsla Tahun 1950 Nomor 42);

2.
Unda.ng-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

3.

4.

S.

=

Eg?_ﬂﬁ:i“uﬂm Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
chulélﬂ:c Kolusl, Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Lemb Indonesia Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan
o aran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Nndang-Unda.ng Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
cgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Und&ng-Unda_ng Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indor.esia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara"chublik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tehun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
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:’:g;crintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

= nesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
egara Republik Indonesla Nomor 5679);

12-U§dm’-s-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang

‘I“« ministrasl Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

ndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

13. Uhdang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembix_man Dan Pengawasan Pemelenggaman
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 05, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

91. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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22. Per
Penaéﬁgmpéﬂfﬂnmh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Indonesia TBhunmgS? Deerah (Lembaran Negara Republik
Negara R 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran

s epublik Indonesia Nomor 6322);

: °£i‘§-“a§$“d§;“‘g‘““h Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Daerah (Lemb valuasl Penyelenggaraan .Pcmcnnta.ha.n
Néraor 55“ ﬂ;gng:lg]ara Rﬁguglik Indo;qmcma Tahun 2019
' ) an i
Indonesia Nomor 6323, mbaran egara Republik
24';;"79-'-"-1!'811 Presiden Nomor 18 Tehun 2020 tentang
- gncana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
20-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10); _

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah = Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri
E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 110);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan
Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009

Nomor 01);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun
7016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Purbalingga Nomor 30)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 98);

30, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor S Tahun
7011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
purbalingga Tahun  2011-2031 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031
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%’:;“g’frag Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
Pttt Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

37 gga Nomor 97);

: 2;;9-1“1:‘311 Dasrah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun

D&erahmmg Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(Lernbar Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

N an Daerah Kabupaten Purbalingga Tehun 2021

Pg;m" 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
balingga Nomor 105)

32, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

34, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

_C."I'-Dt

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyclenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
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7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
selgﬂkutny?. ddiségu(::l RPJTIJ u}al.)dat.;aﬁ'i perencanaan pembangunan nasfroa::eg
un periode ua p un terhitung dari T i
Senoan Taln 2025: g dari Tahun 2005 sampai

8. Rencana Pembangunen Jangka Menengeh Nasional Tehun 2020-2024
ya,ngb aclanjumyai d;;ingl:&; RrI;Jg{N adelah dokumen perencanaan
pembangunan nasional un periode § (lima) tahun terhitung dari T
2020 sampai dengan Tahun 2024, - R

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa
Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa
Tengah adalah dokumen perencenaan Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

' 11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga
; Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
: terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
. 12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga
' Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten
.: Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
; ggrzigde S (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun
13. Rencana Strategis Peraiigkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
i Renstra PD adalah dokxumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
i periode S (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.

| 14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
" dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
sebagai penjabaran dari RPJMD.

|
I
E 15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
i
‘F

g (= 2

—e—Tr

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan 'vang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber

: daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu

. 17.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah

: hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan

arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan

pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

- 18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada

. akhir periode perencanaan,

.~ 19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi,

- 20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

i untuk mewujudkan visi dan misi,

21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mewujudkan tujuan,
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| 22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani
urugan perencanaan.

23.Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

24, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

26, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adaleh program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah.

27, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

| Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

| a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4

(empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025;

| b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar

sector, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan

c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. '

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

| (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun

Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.

(2) Renstra PD sebagaimana dimeaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan
bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.,
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" (2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD terdiri atas:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan dan Permukiman;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

. Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Perijjinan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Pertanian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

Badan Keuangan Daerah;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
Insektorat Daerah;

. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
. Kecamatan Kemangkon;

. Kecamatan Bukateja,

- Kecamatan Kejobong;

. Kecamatan Kaligondang;

Kecamatan Purbalingga;

. Kecamatan Kalimanabh;
. Kecamatan Kutasari;

Kecamatan Mrebet;
Kecamatan Bobotsari;

. Kecamatan Karangreja;

Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Karangmoncol;
Kecamatan Rembang;
Kecamatan Bojongsari;
Kecamatan Padamars;
Kecamatan Pengadegan;
Kecamatan Karangjambu; dan
Kecamatan Kertanegara.

kumen Renstra PD sebagaimane dimaksud pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB IV
FPENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajlb melakukan pengendallan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra PD,

Pengendealian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
c, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD;

Kepale Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasi sebagaimana dimeksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan
Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6
Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan
rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan;

b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar scbagaimana dimaksud pada huruf ¢, meliputi
terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial
budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan
kebijakan nasional.

Perubahan Renstra PD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya
kurang dari 3 (tiga) tahun,

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2031 berpedoman pada Renstra PD
Tahun 2026-2031 dengan tetap mengacu pada RPJPD.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal &

Peraturan Bupatl inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan

- Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan, penempatannye dalam Berlta Daerah Kabupaten

Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAtuwn 202\

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026

EAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Deerah (PD) yang selanjutnya
disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah untuk periode S (lima) tahun, Rencana Strategis disusun sebagai
penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau
urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan,
unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum,
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah
ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5
Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan
Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra
PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun
2021-2026, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan  Reastra Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
adalah: ‘

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)7"

2, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor $234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturen Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);
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10.

11,

12,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daecrah (Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016:

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga’

Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor S Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendelian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturf’-f_‘- Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);
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13, Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodeflkasl dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republlk Indonesia Tahun

2019 Nomor 1447),
Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra PD Tahun 2021.-2026 dimaksudkan untuk
menentukan arah kebljakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi
tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan
sasaran RPJMD Tahun 2021-2026,

Adapun tujuannya adalah untuk;

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Menyusun
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;

2. Menjadi  alat untuk  menjamin  keterkaitan  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan,
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BAB II
RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di

' lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai

berikut:

o S Sl

10.
11,
12.
13.
14.
13.
16.
17
18.

1%

20.
21,
22,
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

~
“J

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Kesehatan,

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan dan Permukiman;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

Dinas Pertanian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Sekretariat Daerah;

Sekretariat DPRD;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

Badan Keuangan Daerah,;

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;

Insektorat Daerah;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

Kecamatan Kemangkon;
K¢camatan Bukateja;
Kecamatan Kejobong;
Kecamatan Kaligondang;
Kecamatan Purbalingga;
Kecamatan Kalimanah;
Kecamatan Kutasari;
Kecamatan Mrebet;

. Kecamatan Bobotsari;
37.
38,
39,
40,
41].
42,
43.
44,
45,

Kecamatan Karangreja;
Kecamatan Karanganyar;
Kecamatan Karangmoncol;
Kecamatan Rembang;
Kecamatan Bojongsari;
Kecamatan Padamara;
Kecamatan Pengadegan;
Kecamatan Karangjambu; dan
Kecamatan Kertanegara,
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1.1. Latar Belakang |
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Kerja Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) , merupakan bagian dari
serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang
sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan
perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten
Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh
semua elemen kepemerintahan, dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi,
transparansi, akuntabilitas serta penciptaan good govermance dengan tetap memberikan
perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau
sebutan lain sebagai PD menyusun Renstra Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan
fugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM
Daerah dan bersifat indikatif. -

Dengan memperimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Kecamatan Kejobong, vyaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Kecamatan Kejobong sebagai
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra PD) 2021 - 2026 yang mampu
memberikan gambaran tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan
dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas
kinerjanya.

Rencana Stralegis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-
2026 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagal dokumen perencanaan
Perangkat daerah untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi

Re e .
1 | Rencana Strategis Perangkat Dacrah Kecamatan K ejobong
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penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang
disusun setiap tahun.

Secara operasional Renstra Kecamalan Kejobong Tahun 2021-2026 mengacu
kepada dokumgn Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021- 2026. Proses penyusunan Renstra Kecamatan
Kejobong Tahun 2021- 2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2021- 2026. Selanjutnya keterkaitan Renstra Kecamatan Kejobong Tahun 2021-
2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan berikut.
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Keterkaitan Rencana Strategis SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong Kabupaten

Purbalingga Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 15950 Nomor 13),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438):

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

14.

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725),

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tenlang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonésia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor §587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 teniang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Rengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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15,

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Republik 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Momor 36);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelplaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1540);
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Peraturan Menter Dalam Negen Nomor 70 Tahun 2010 temang Sistem Informasi
Pemenictahan Daerah (Bera Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Maomeor
1114]),

Peraturan Mentes Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2010 tentang Klasfikas,
Kodefikas  dan Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah (Berta Negara Republk Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 9),

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah
Provins: Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 28),

Petaturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomot 5 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provins: Jawa Tengah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5 Noreg
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (5-69/2019)),

Peraturan  Daerah Kabupaten Purbalngga Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalngga Tahun 2009 MNomor 01),
Petsturan  Daerah Kabupaten Purbatngga MNomor 12 Tahun 2018 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
Lemibarmn Daerah Kabupaten Purbaingga Tahur. 2016 Nomor 12. Tambahan
Lembaran Daera' Mabupaten Purbaingga Nomor 37),

Petmuran Daergh Fatupaten Purbaingga Momor 10 Tahun 2020 lentang

Perubanan Ates Peraturan Daerah Kabupaten Puttiaiingga Nomor § Tahun 20
iertang Rencans Tats Ruang

Piayan Kabupaten Putaingga Tahun 2011
SO0

Fermuan Daersn ¥ alanaten Putaingga Momns
Busunan Organsas Dan Taa
Furbalingge

12 Tabun 2018 tentang
Fona ¥ecamatan dan ¥aheahan K atupaten
Peraturan Daeran ¥ @it Putstingga oo

9 tahan 2021 testang R s
Kabupaten Puttiatingga Tabun 20212626

i *\(}-A;u,ﬁq
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34. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purbalingga,

35. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 100 tahun 2016 tentang tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
di Kabupaten Purbalingga.

" 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Kecamatan Kejobong ( Renstra ) Kecamatan
Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026 disusun dengan maksud
untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan
kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Kejobong dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kejobong setiap tahunnya.

1.3.2. Tujuan i

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021- 2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan
Kecamatan Kejobong periode waktu 5 ( lima ) tahun kedepan;

2. Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan
sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan sesuai dengan -
tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejobong dengan berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026;

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi
kinerja tahunan Kecamatan Kejobong;

4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kejobong Kabupaten
Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan
kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur:;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Kejobong Kabupaten
Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta
kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
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|.4. Sistematika Penyusunan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN

l.I. Latar Belakang
Menjelaskan mengenai pengertian dan latar belakang kewajiban PD
dalam menyusun Renstra Kecamatan Kejobong.

1.2, Landasan Hukum
Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan
penyusunan Renstra Kecamatan Kejobong dan juga dasar hukum
yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Kecamatan Kejobong.

1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renstra Kecamatan Kejobong

1.4.Sistematika Penyusunan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan
Kejobong, serta susunan garis besar isi dokumen

lab Il GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan
Kejobong dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki
Kecamatan Kejobong dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Kejobong periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan
Kejobong yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Kecamatan
Kejobong ini.
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2.1. Tugas, Fungsi Dan Struklur Organisasi
Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Kecamatan Kejobong ,
gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Organisasi Kecamatan Kejobong
2.2.1. Kondisi Kepegawaian
2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kejobong

2.4. Bagian ini menunjukkan Tingkat Capaian Kinerja Kecamatan Kejobong
berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut
SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD

dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah
diratifikasi oleh pemerintah.

[ ; Kinerja pelayanan bisa diperoleh dari LAKIP dalam 5 Tahun kebelakang
t (Renstra Lama) antara lain tentang :

Indikator IKM

Potensi Konflik

Status desa di Kecamatan
Pelanggaran Perda
Pelayanan PATEN

;oo RN

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Kejobong.

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD
:i_ provinsi, hasil telaahanhterhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap
KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang, termasuk
i penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang
dibutuhkan.
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Bab Il PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS KECAMATAN KEJOBONG.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Kejobong.

3.2.Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih

3.3.Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Propinsi

3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Kecamatan Kejobong, Telaahan Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rensira
Kementerian/Lembaga, Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi,
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Telaahan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (i<LHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan
Kejobong, berserta strategi dan kebijakan yang akan diambil.

Bab V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategis dan Arah Kebijakan g
Bab ini berisi rumusan pernyataslm strategis dan arah kebijakan pemerintah

daerah dalam lima tahun mendatarig.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF =

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kejobong.

‘Bab VIl KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini memuat indikator Kinerja Kecamatan Kejobong pada urusan Sosial,
Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Yang Mengacu atau
B
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mendukung Penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purbalingga

| Tahun 2021- 202s.
3 '

t;
' Bab VIl PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman fransisi dan kaidah pelaksanaan Renstra
Kecamatan Kejobong

e e -

:._
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HIALI

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG

1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASH

Kecamalan  Kejobong  dibeantul  sesual  dengan  keteptuan  Peraturan
Pemerintah - Nomor 10 Tahun 2016 fentang Psrangkat  Daerah, Peraturan
Pemerintah torsebut ditindaklanjutl dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dasrah Kabupaten Purbalingga,
berdasarkan Perda tersabul Kecamatan Kejobong merupakan perangkat daerah
tipe A yang melaksanakan fungsl penunjang pemerintahan,

Tugas Pokok Kecamatan Kejobong selaku PD adalah melaksanakan
kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian
urusan olonomi daerah,

Kecamatan Kejobong merupakan PD adalah sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyal wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga
mempunyai strukiur susunan organisasisesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor
100 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
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Gambar 2

Bagan Organisasi Kecamatan Kejobong
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Eselonering Jabatan pada Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah
Sebagaj berikut :
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Camal = [2selon .o

a.
b. SekretariskKecamalan = Esolon (IlL.h
¢. Kasi Pemerintahan = [Zgalon V.4
d. Kasi PMD = Esolon (V.o
e. Kasi Tranlibum = Egolon V.6
f. Kepala Subbagian Keuangan = Eselon Vb
g. Kepala Subbagian Umum = Esolon IV.b

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungei serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Purbalingga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Camat
Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum:;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

¢. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kententraman dan ketertiban
umum; '

d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan; |

@

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desadan/atau

kelurahan; \

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di
Kecamatan; s

i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang -
undangan;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Kejobong
juga mempunyai fungsi yang meliputi :
1. Perumusan kebijakan feknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa,
dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan:

14 | Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteran
rakyat di tingkat Kecamatan; |

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan
rakyat di tingkat Kecamatan:

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa
dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan:

5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;

6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;

7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oeh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas peréncanaan, perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan
meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,
kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan
Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecaniatan mempunyai fungsi
sebagai berikut : ;

a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamata;n;

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan
Kecamatan:

C. Pembiraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan
ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan,
kearsipan dan pelayanan administrasi dij lingkungan Kecamatan:

Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP);

€. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan

= pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan:
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f.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya; |

9. Pengkoordinasian, penyusunan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan
anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban
umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di
tingkat Kecamatan:

h.  Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuaj
dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh subbagian

Perencanaan dan keuangan dan subbagian umum.

2.a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas
melakukan  penyiapan  bahan perumusan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan
dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan
anggaran,  pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan
perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran,
pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan
anggaran di lingkungan Kecamatan.

2.b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepagawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan,
evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian, hukum,
keorganisasian dan ketalalaksanaan kerumahtanggaan, kerjasama,
kearsipan, dokumen, keorganisasian dan kelalalaksanaan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakal, keprolokolan, kearsipan dan
pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan
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Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan
pemerintahan desalkelurahan, penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa, administrasi pemerintahan desa, administrasi kependudukan,
pertanahan, perizinan, intensifikasi PBB, keamanan wilayah, pembinaan
ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi
pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisir
organisasi  politik dan  kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan
penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat
desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat
desa/kelurahan  meliputi  Rukun Tetangga/Rukun  Warga (RT/RW),
penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana,

pencegahan bencaa dan penyelenggaraan tanggap darurat serta
penyelenggaraan pelayanan publik.

. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan
Masxarakat dan Desa yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
peérumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi sera
pelaporan meliputi fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan
desa/kelurhan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan
(LKMD/LKMK) ~Karang Taruna dan Kelembagaan Pasca Program
Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong
royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa atay
kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan

17 | Rencana Strategis Perangkat Dacrah Kecamatan Kejobong

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

kapasitas BUM Des dan lembaga kerja sama antar desa, pendataan potensi
desa dan profil desa/kelurahan.

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan,
evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi keagamaan,
pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olah
raga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam
serta pelayanan sosial.

.2. SUMBER DAYA KECAMATAN KEJOBONG

h.2.14. Kpndisi Kepegawaian

[ S

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PD Kecamatan Kejobong
didukung oleh ASN sebanyak 18 ASN dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perincian Berdasarkan Jumlah ASN

NO JABATAN JUMLAH
1.+ | PIt. Camat 1 orang

2. " | Sekretaris Kecamatan 1 orang

3 Kepala Seksi _ 3 orang
B 4. | Kepala Sub Bagian 1 orang
5 | Staf/Pelaksana/THL 12 orang
Jumlah 18 orang

Keterangan : Pit Camat Per 1 Agustus 2020

Kasubag Umum dan Kepegawaian Pensiun
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Tabel 2.2
Perincian Berdasarkan Pendidikan

- _ PENDIDIKAN -
i L
NO JABATAN < >,
o o|5lo|8|a|a 3
@, lal|e L) =
V. |Camat . Jelzlaslalestla=T7
2 Sekretans Kecamatan w | = - - - 1 | - 1
3 Kepala Seksi - - 1 - 2 |- 3
4 Kepala Sub Bagian - - - - 1 |- 1
5 | Staf/Pelaksana - - 5 1 1 11-1] 8
Jumlah - - 6 1 1 6 [ -] 14
Tabel 2.3
Perincian Berdasarkan Golongan Ruang
GOL. RUANG -
NO JABATAN T
Ll fm|wv| 2
=
1. | Camat i 4 o o Pyl w
;' 2 ISekretan’s Kecamatan 1 - - - 1 1
i _é._} Kepala Seksi ' =T8T =:13
4 | Kepala Sub Bagian sd= 0] 1%
. |S!aUPeIaksana - 6 2 - -8B !
E 6 | Tenaga Kontrak/THL. - - - . _;i 1
I Jumlah - 6 6 2 18
i . S— = 8

e
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Tabel 2.4

Perincian Berdasarkan Diklal Penjenjangan

| DIKLATPIM

NO JABATAN (ADL;T,TE::;“ M :5

Wl m|w|om]| 3

w1

2 |Sekretaris Kecamatan | - | - | 1| - | 1
3 |KepalaSeksi - -] -1 3

4. Kepalaﬂs_uﬂb Bagian - - 1 - 1

5. |staf w | =] =] B 8
Jumlah | -Tse| 8 | 14 |

I1.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

M__

Kabupaten Purbalingga memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan
faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana
dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Kejobong Kabupaten

Purbalingga dapat dirinci sebagai berikut :

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan .Kejobong

=
o

L & N ;s

10.
1L

S W N ol

Tabel 2.5
- NAMA BARANG JUMLAH 'f
Imobit 2unit. |
Sepeda Motor 14 unit
| Mesin Ketik 1 buah
Kompuler 9 unit
Laptop 3 unit
Frinter 9 unit
Tape Recorderireles 1 buah
Telepon 1 buah
AC 2 buah
Pesawat HT 1 buah
Almari besi 1 buah
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- C?“‘

12. | Almari kaca 2 buah

13. | Filling cabinet 9 buah
14. | Meja Kerja 17 buah
15. | KursiKerja 38 buah
16. | Kursi rapat 70 buah
17. | Kursi plastic 90 buah
18. | Rak Arsip Besi 2 buah

19. | TV 2 buah

20. | Sound system 1 buah

21. | Gamelan 1 Unit

KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kejobong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
selama lima tahun sebelumnya dapat dilihat dari Dokumen Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tertera dalam tabe! berikut :
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FPENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN KEJOBONG

—_—— e

Indikator Kinena | Torget |
e S
sesual Tugas Jdan NSPK  ° P ] i

I
:

Tarpel Rensira PD Tahun ke- | Realisasi Capaan Tahun ke-

Target o

Fungs: PD KK 0% 2097 2018 | 2019 | 2020 | 2076 | 2017

S

Rasioc Caparan gada Tahun ke-

— — e ——

2020

2018 | 2017 | 2018 | %3

[~ ]

| | .
1 | 12 | 13 | 14 | 15 | %

(4

17 |

18

1 2 | [ 3 jals]el7]e] e | 1w
KU - | |

el Rman ; ; |
Sar

kalertbon
umum vang ' ;. ! i
CuEpnan 1 ' | ! | !
{Dokum { -'

en)

|
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2 | 38
MA

g5 106 1078

-

o
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1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
Con Tabel i atas dapat disimpuikan hal-hal sebagai berikut
T Pelsksansan peigyanan publik (public service) di Kantor Kecamatan Kejobong. secara umum mencerminkan tingkat kuaiitas yang Sai
2 Ferseniase pencapaan kinera utama (IKU) Kecamatan Kejobong yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat mencapa 2 100 (Sams 100 persen)
gengan kmena peniimian Sangat Berhasil
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2. capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

- , Tabel 2.7 _
Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Tahu
No - Uraian n
2016 | 2017 2018 | 2019 2020
1 Jumlah laporan kejadian NA NA NA NA NA
gangguan ketentraman dan
keteriban umum  yang
dilaporkan
(Dokumen)
2 | yumlah Potensi Konflik NA NA NA NA NA
yang dilaporkan

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang
dilaporkan

- Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi Jumlah laporan
kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan
adalah NA (Nof Available/ Not Answer) tidak tercatat ‘karena selama ini
permasalahan terselesaikan atau dapat diselesaikan ci-fkup di desa dan

selama ini dari desa langsung melaporkan ke Polsek.

Capalan kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan
kesejahteraan rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai
berikut :
- Persentase keaktifan lembaga desa
Ada 5 (lima) lembaga desa yang akiif di Kecamatan Kejobong yakni lembaga
RT, RW, PKK, Karangtaruna, dan LKMD di tahun 2020
- Persentase Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertlb Administrasi

l-—___-____
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Di Kecamatan Kejobong ada 13 desa yaitu, Lamuk, Bandingan, Sokanegara,
Gumiwang‘ Krenceng, Nangkasawit, Pandansari, Kejobong, Kejobong,
Kedarpan, Nangkod, Timbang, Langgar dan Pangempon. Dar 13 desa
tersebut masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam
administrasi, dan dari tahun ke tahun mengalami perubahan menuju ke tertib
administrasi.
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Tabel 2.8

Apggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Dacrah Kecamatan Kejobong Kabupetan Purbalingga
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uRamn
i =57 gkl T e i =0 018 2017 2018 7019 020 2918 017 | e 1 Foik ] v ANGGARAN | REALIZASI
| | |
| 1 i 2 - 2 K 1 g J § 7 B E] 10 5] 12 13 14 ’ 15 % 7 I 12
[ | 4. | i i
| Belanja Twa | J |
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! i | : ! i
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jl4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG

. Pengindentifikasian ~ faktor-faktor pendukung maupun penghambat

B mer upakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga

. apayang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

: Kecamatan Kejobong yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan maka harus mengetahui apa yang menjadi
tantangan dan peluang sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan
tupoksinya. Yang menjadi tantangan dalam proses pencapaian tujuan dari faktor
eksternal organisasi antara lain :

a. Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;

b. Kemajuan teknologi informasi menuntut pelayanan dari birokrasi yang
Cepat dan mudah.

¢. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara
cepat dan mudah serta fransparan.

d. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-
prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik
dan‘pembangunan kesejahteraan masyarakat.

€. Reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut
para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan
memahami regulasi yang ada.

f. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula
dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat.

-

L]
Disamping :tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat

dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu dengan
~ memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi peluangdari faktor
eksternal organisasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya
sebagai penghubung antara negaran dengan masyarakat,oleh karenanya
harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik:

b. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat
sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan
publk yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan
mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
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c. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki
kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan
kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan
prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat
sangat diperlukan.

d.Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator
sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran
langsung kepada masyarakat.

e. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta
standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata
dan berbenah dii secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah
optimalisasi dan pembaharuan pengunaan teknologi informasi dalam
pelayanan kepada masyarakat.
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PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS
KECAMATAN KEJOBONG

I1.4. ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

BT T T

Kecamatan Kejobong

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya

lyang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya, dengan membandingkan
antaraTarget kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga dan tugas pokok dan
fungsi Kecamatan. Berdasarkan target yang akan dicapai Bupati Purbalingga
terpilih yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat, dalam hal peningkatkan

kepuasan masyarakat tolak ukumnya adalah Indeks Kepuasan masyarakat.
Dalam mencapai Indeks kepuasan masyarakat periu dilakukan pengukuran
dengan cara Survey Kepuasan Masyarakat sebagaiman yang telah diatur
dalam Permenpan No. 14 Tahun2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan
untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan
dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.Dengen

sasaran.:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam
menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan publik.
(Indeks Kepuasan Masyarakat);

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan
Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :
1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan,baik persyaratan teknis maupun administrative:
2. Sistem, mekanis medan prosedur adalah tatacara pelayanan yang
dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka wakiu yang diperlukan untuk

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan:
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4. BiayalTarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dana atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besamnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara
dan masyarakat;

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk
pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;

7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tatacara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindaklanjut;

9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang
bergerak (computer, mesin) dan prasaran untuk benda yang tidak
bergerak (gedung);

b. Fasilitasidan Koordinasi
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Kecamatan, tugas Camat yaitu melakukan koordinasi  bidang
pemberdayaan  masyarakat, bidang ketentrama dan ketertiban,
mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat Kecamatan serta melaksanakan Pembinaan dan

mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.

. Administrasi Pemerintahan Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47
-Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa, dalam aturan ini
* dijelaskan bahwa desa berkewajiban unluk mencukupi administrasi desa,
_ dalam hal ini yang di jadikan tolakukur keberhasilan indikator kecamatan
dalam hal administrasi Desa meliputi RKPDesa, APBDesa, dan LPPDesa,
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Berdasarkan uraian diatzs, adapun masalah pokok, masalah dan akar masalah
yang dihadapi Kecamatan Kejobong dalam upaya mencapain peningkatan

Kinerja Kecamatan dijabarkan pada tabel berkut ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)

1. Belum optimalnya Terbatasnya kualitas Rendahnya
pelayanan di dan kuantitas SDM di | penguasaan teknologi
kecamatan kecamatan pegawai kecamatan

Masih adanya Petugas pelayanan
keterdlambatan dalam masih merangkap
pelayanan pekerjaan yang lain
Belum memiliki
Peraturan tentang
Standar Operasional
Prosedur dalam
pelayanan
Terbatasnya sarana
prasarana pelayanan
kecamatan
Masih kurang dan Masih terdapat
belum optimalnya desa | lembaga masyarakat
dalam tertib desa yang kurang/tidak
administrasi dan aktif
pemberdayaan
masyarakat desa
2 Terdapat potensi Kurangnya deteksi dini | Kurangnya partisipasi
' konflik dan gangguan | terhadap potensi masyarakat dalam
' ketenteraman, konflik di masyarakat perencanaan dan
ketertiban umum dengan adanya pelaksanaan
pendirian pabrik pabrik | pembangunan,

_ Belum ada kegiatan
peningkatan kapasitas
lembaga
kemasyarakatan desa
Belum ada
pendampingan
penyelenggaraan
lembaga masyarakat

3 desa

Kurang efektifnya Belum optimalnya

pembinaan kegiatan peningkatan

administrasi desa kapasitas lembaga
kemasyarakatan desa

Administrasi tata
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pemerintahan desa
belum tepat waktu,
tepat mutu

Masih minimnya
pemahaman tupoksi
kepala dan perangkatl
desa

Belum optimalnya
kerjasama desa

Belum adanya
penetapan dan
penegasan batas desa

Belum adanya
pendampingan desa

1i1.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
3 Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi
Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Terpilih yang disampaikan pada saat
Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah
kesesuaian dengan sasaraii pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV
RPJPD Kabupaten Purbalingga.Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2021-2026 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan
mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara
bertahap ketergantungan Purblingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat
dikurangi.Mewujudkan Purbalingga yang mandini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dar cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik,
berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bérkebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi
poliik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan.Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan
demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan
dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan
Produksi dan distribysi nasional.Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan
melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas

R :
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kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi
demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu
bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam
kompetisi ll:l'an persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah peru
dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang
semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan
bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong
peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah

daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah
dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang
bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman,
rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang
ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral sgiritual masyarakat yang
tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material
semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud

kehidupan masyarakat yang sejahtera Iahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan-dalam mewujudkan
Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang inijin dicapai sebagai

berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan
Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada
Masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut
adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran
Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah,

2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat
Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa
aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas
kebhinekaan.Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah :
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Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman dalam Masyarakat,
dengan Sasaran :

1) Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.

2) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.

3) Menurunnya resiko bencana.

. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan

Papan Secara Layak. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3

adalah :

1) Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan Sasaran meningkatnya
Status Pangan Masyarakat.

2) Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan
Sasaran Meningkalnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi
Masyarakat,

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan

derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan jangka menengah

yang ingin dicapai dar Misi ke-4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Masyarakat, dengan Sasaran :

1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.

2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga.

5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok
masyarakat rentan lainnya.

6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perfindungan anak.

7) Meningkatnya budaya gemar membaca.

8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar
Budaya (BCB) serta Prestasi Seni.

9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.

Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan
mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan
manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap
beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung
dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan
penciptaan lapangan kerja. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi
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ke-5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Masyarakat, dengan Sasaran :

1) Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakal.

2) Meningkatnya daya saing pariwisata.

3) Merningkatnya kemandirian dan daya saing industri.

4) Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.

5) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.
6) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Seklor Pertanian.
7) Meningkainya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.
8) Terdislribusinya kebutuhan pokok masyarakal secara aman, merata dan
terjangkau.

9) Meningkatnya pelayanan transmigrasi.

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari Visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga maka
Kecamatan Kejobong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menyesuaikan pada
pokok visi yang pertama yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang professional,
efisien, efetif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan
secara prima kepada masyarakat.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat Dan Pendorong

Visi: Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera
Yang Berakhlak Mulia

Misi: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih

akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima
kepada masyarakat

faktor
No Permasalahan
Penghambat Pendorong
] - -
Bellum . optimalnya | Masih kurangnya | Tersedianya Anggaran untuk
Pelayanan di kecamatan | kualitas dan kuantitas kegiatan pelayanan
SDM
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| Masih belum ada SOP

Masih kurangnya
sarana dan prasarana
terutama Teknologi
Informasi

Adanya Peraluran/kebijakan
yang mendukung
peningkalan kualitas
pelayanan

Masih

dan maju

sedikitnya
yang berstatus mandiri

desa

Masih kurangnya
pemahaman Kades
dan Perangkat Desa
terhadap Tupoksi

Masih ada potensi Desa
yang belum dioptimalkan

Masih ada lembaga
Desa yang belum aktif

Adanya peningkatan Dana
Desa

tata
desa
waktu,

Administrasi
pemerintahan
belum tepat
tepat mutu

Masih adanya kegotong
royongan masyakata desa

Belum optimalnya
kerjasama desa

Adanya pendampingan
kegiatan dari  Perangkat
Daerah terkait

3 Masih
konflik dan
ketentraman

l
e ]

terdapat

potensi

gangguan

ketertiban umum

dan

Masih rendahnya
kesadaran masyarakat
tentang hukum dan
peraturan yang beralu

Adanya koordinasi yang baik
dari pemerintah dan aparat
keamanan (POLRI/TNI)

Adanya potensi konflik
yang kurang terdeteksi

Adanya kelompok-kelompok
masyakarat/lembaga yang
membantu peningkatan
kesadaran masyarakat
terhadap hukum dan
peraturan yang berlaku

|
IHI.3. Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi,

Kecamatan berdasarkan {ugas

pokok dan fungsi Kecamatan tidak mempunyal
keterkaitan dengan Renstra Kementerian / Lembag

a dan Renstra Provinsi sehingga
tidak dilakukan telaah Renstra K/L.
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lll.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

4.1 Telaah KLHS'

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau Strategic Environmental
Assessmé;}f (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan
berkela'rij'g:fr?ﬁ melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-
prinsip p’_é_njba'ngunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan.Integrasi
KLHS d__é'lé_irh penyusunan Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan
Berkelarijutan telah masuk dalam substansi atau menjadi arah kebijakan RPJMD.

Arahan kebijakan KLHS tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi
kecamatan, namun demikian harus memberikan dukungan yang optimal kepada PD
dalam implementasi di lapangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

111.4.2 Telaah RTRW

Sesuai dengan Peraturan Daerah‘ Nomor 10 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 — 2031 dalam struktur ruang
Kabupaten Purbalingga, Kejobong ditetapkan sebagai PPK (Pusat Pelayanan
Kawasan) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
Kecamatan atau beberapa desa. PPK Kejobong dengan luas total 1.218,22 Ha
terdiri dari desa Kejobong, Langgar dan Pengempon. Desa lain di wilayah
Kecamatan Kejobong menjadi desa pendukung PPE( Kejobong.

Selanjutnya terkait dengan Pola Ruang yang ada di Kecamatan Kejobong
terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Untuk Kawasan Lindurng di
wilayah kecamatan Kejobong merupakan Kawasan perlindungan setempat seperti
Sempadan Sungai. Kawasan Rawan Bencana yang ada di wilayah Kecamatan
Kejobong terdiri dari Angin Topan, dan Gerakan Tanah.

Kawasan Budidaya yang ada di Kecamatan Kejobong antara lain kawasan
pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman
dan kawasan pertahanan keamanan.
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i Kawasan strategis yang ada di wilayah Kecamatan Kejobong antara lain
| Kawasan Agropolitan Bungakondang yang merupakan kawasan pengembangan
| ekonomi berbasis agropolitan, '

Sebagai, Pusat Pelayanan Kawasan, kebijakan pemanfaatan ruang di
_ Kecamatan Kejobong yang diijinkan sesuai dengan ketentuan umum zonasi antara
L lain:

a.Diperbolehkan kegiatan permukiman jasa keuangan, pendidikan,
kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan
budaya, perdagangan, dan prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi
dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya;

b. Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas
kepadatan rendah sampai dengan menengah;

c. Diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern
seperti minimarket dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan-
perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional;

d. Diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap ‘
kaveling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata; dan

e.Tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan
gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan

prasarana.

Penentuan Isu - Isu Strategis

Penentuan dan pengidetifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat
strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
| dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis
1 yang berpengaruh terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kejobong
perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Mengingat isu strategis lerkait dengan masalah diwilayah Kecamatan
Kejobong, oleh karenanya, isu strategis yang dibahas merupakan intisari dari
kompilasi permasalahan pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya,
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Isu-lsu Strategis Kecamatan Kejobong dalam periode 2021-2026 adalah
sebagai berikut :.

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat masih sangat di perlukan karena
dalam praktek sehari-hari pelayanan publik di Kecamatan Kejobong masih
banyak sorotan negatif oleh banyak kalangan, terutama dari masyarakat sendiri
sebagai penerima jasa pelayanan. Adapun faktor penyebab timbulnya pelayanan
yang belum maksimal ini adalah -

a. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah yang belum efisien dan
efektif.

b. Terbatasnya kemampuan dari aspek manajerial, tehnis dan administratif

c. Menciptakan kondisi kerja yang kompetitif dan menciptakan situasi kerjayang
kondusif.

2. Masih perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta
pengelolaan birokrasi Pemerintahan desa,

3 Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen serta pengelola birokrasi
) Pemerintah Desa masih diperlukan karena lembaga kemasyarakatan desa
merupakan wadah partisipasi masyrakat desa sebagai mitra Pemerintah desa.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi
lembaga sebagai mitra pemerintah desa dalam hubungan kerja yang harmonis.
Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang terus membaik.

Hal apa saja untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang membaik;

a.Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan
b.Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder
) c.Kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai
i t_:onsensus bersama.
d. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani
e. Transparansi dalam prosess pengambilan kebijakan
| f. Aktifitas didasarkan pada aturan atau kerangka hukum
Menmiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata
kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi,

8. Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melaluyj cara -
cara yang adil dan inklusif.
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3. Teknologi dan Inovasi

Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk
meningkatkan kemampuannya.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada
Mmasyarakat dengan prima.Keterbukaan dan transparansi informasi serta
komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang
Prima.Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna
meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka
pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen
komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penggunaan tehnologi dan
inovasi antara lain: Gerakan Anti Stunting (Gasing), dengan menggunakan WA
Grup, Baner, Spanduk, dan Brosur.

4. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan adalah suatu
steategis untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan
program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi kebutuhan ,perencanaan ,
pelaksanaan , pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program.
Pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perempuan antara lain: Kebebasan
laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan pendidikan sebebas-bebasnya

/setinggi-tingginya;

5. Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

membérkan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi
sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang

berada dalam penguasaanya,
Keterbukaan Informasi Publik memberikan manfaat antara lain :

. Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program.
Proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik terkait dengan hajat
hidup orang banyak;

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Keterbukaan informasi publik di Kecamatan Kejobong

antara lain: Gerakan pilah sampah, sampah organik dan sampah non

organik:
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6. SDGs desa

SDGs Desa adalah upaya terpady mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan

kelaparan, Desa ekonoml tumbuh merata, Desa peduli kesehalan, Desa peduli
lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjefaring,
dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai
pendorong sekaligun pembina pemberdayaan masyarakat desa harus mampu
mengoptimalkan dala-data SDGs Desa di masing-masing desa sebagai bahan
pokok penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Sesuai data IDM di Kecamatan Kejobong Tahun 2020, status desa maju ada
2 (dua) desa yaitu Desa Kejobong dan Bandingan. Status Desa Berkembang ada
11 (sebelas) desaa yaitu Desa Lamuk, Sokanegara, Gumiwang, Krenceng,

Nangkasawit, Pandansari, Langgar, Timbang, Nangkod, Kedarpan dan
Pangempon

=

. Peningkatan dan Penguata‘n Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Tahapan Peningkatan dan penguatan adalah tahapan lanjutan selelah revitalisasi
BUMDes, dalam proses ini BUMDes yang sudah terbentuk dengan adanya
pengurus BUMDes ,Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah tangga,dalam
tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga
ekonomi profesioanal pedesaan yang siap untuk mandir. Dari pengamatan dan
observasi BUMDES se-Kecamatan Kejobong, ada 2, desa yang sangat
berkembang yaitu Kejobong dan Kedarpan dan desa lainnya kurang berkembang
yaitu : Lamuk, Bandingan, Sokz'-.negara. Gumiwang, Krenceng, Nangkasawit,
Pandarisari, Nangkod, Timbang, La;nggar. Pangempon

8. Kawasan Rawan Bencana s

Kecamatan Kejobong merupakan daerah yang rawan bencana terutama rawan
kekeringan diantaranya : Kejobong, Pandansari, Timbang, kedarpan, Nangkod,
Krenceng, Gumiwang, Nangkaswit, Langgar, Pangempon,

Stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan
olak) akibat kekurangan gizi dalam waklu yang lama. Pendataan Slunting sangat
diperlukan unuk antisipasi dan pencegahan stunting di Kecamatan kejobong.
Desa-Desa di Kecamatan kejobong harus mempunyai target bebas stunting
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dengan mendasarkan data stunting desa /EHDW (e-human development worker).
Data Jumlah slunting usia 0-59 Tahun di Kecamatan Kejobong Tahun 2020 ada
533 anak;

9. AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah)

Pendataan AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah) sangat diperlukan untuk
langkah-langkah pencegahan anak putus sekolah. Seluruh stakholder Kecamatan
harus bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka mencegah terjadinya anak
putus sekolah. Data AUSTS (Anak usia sekolah tidak sekolah) Kecamatan
kejobong tahun 2020 ada 8 (delapan) anak. 233 anak terdiri-dan karena bekerja
38 anak, disabilitas 24 anak, kawin 12 anak, sakit 13 anak. Sumber data Korwil
Pendidikan Kecamatan Kejobong.

10. Kemiskinan
Angka Kemiskinan menjadi tolakukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.
Oleh sebab itu Kecamatan Kejobong berkomitmen memberikan data kemiskinan
yang valid dengan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat Desa serta
bekerjasama dengan stakholder di Kecamatan maupun di Kabupaten. Pada
Tahun 2020 masih terdapat 1 (satu) Desa di Kecamatan Kejobong yang
berkategori Desa Merah / Desa yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu

langgar;
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan P{TOﬁtaS tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja
pembangunan daerah secara keseluruhanTujuan dan sasaran merupakan
dampak (impacf) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari
pencapaian berbagai program prioritas terkait,

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima)Tahunan. Sasaran dalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat
Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah
(Permendagri 86 Tahun 2017).

Dalam mencapai tujuan dan sasaran periu adanya tolakukur (indikator)

keberhasilan, tolak ukur keberhasilan Kecamatan Kejobong tersaji dalam tabel
4.1sebagai berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

Target Kinerja Tujuan/Sasaran

Tui s Indikator Pada Tahun Ke-
thaen asara) Tujuan/Sasaran 20 20
2022 03 2024 | 2025 26
(2) (3) (4) ) (6| 7 | (8 |
Meningkatk Indeks Kepuasan
an kualitas Masyarakat (IKM)
pelayanan Di Kecamatan 8 |87 | 88 | 89 | o0
kecamatan
1.Meningkatnya
kualitas Nilai IKM 86 87 | 88 89 | 90
pelayanan
kecamatan
2.Terfasilitasinya
Kelembagaan | Nilai SAKIP PD 62 |64 | 66 | 68 | 70
di Tingkat
Kecamatan

e
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BABV
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Stralegis Kecamatan Kejobong

Stralegis merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang
berisikan  grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Berbagai rumusan strategis yang disusun menunjukkan kemantapan
pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam menentukan strategis pembangunan daerah tidak serta merta
disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan
periode sebelumnya. Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun
penghambat merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi
peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Untuk dapat menentukan strategis dan arah kebijakan yang diambil,
gambaran terhadap identifikasi ancaman, peluang, kelemaham dan kekuatan
Kecamatan K.ejobong dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Treals (ancaman ) :

Sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;
Kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
Kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat:;
Adanya mutasi pegawai kecamatan;

Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

AWM=

b.  Opportunities (Peluang;

Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat
dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu :

Adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparat kecamatan:

. Adanya kesadaran masyarakat yang finggi untuk terlibat dalam
pembangunan ; J

3. Adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat

4. Adanya dukungan aparat desa. '

M —

C. Weaknesses (Kelemahan)
Beberapa kelemahan yang dimiliki Kecamatan Kejobong antarala lain :
- Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di Kecamatan, desa dan kelurahan

dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani yang
mengakibatkan pelayanan kurang maksimal, '
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2. Masih lerbatasnya jumlah sarar
Kecamatan, Desa dan Kelurahan
termambat;

3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparalur Kecamalan, doso dan
Kelurahan dalam menjalankan lugas dan fungsinya masing-masing,

4. Masih lemahnya pelayanan fungs dan tugas pokok dikecamatan, Desa dan
Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;

5. Lambalnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakal akibat kurang
koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah
Kelurahan dan Kecamatan:

6. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan
aparatur Kecamatan dan Kelurahan;

7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparalur desa dan kelurahan tentang
kebijakan pemerintah Kabupaten;

18 dan prasarana yang ada di Kantor
sehingga pelayanan terhadap masyarakat

d. Adapun yang menjadi kelebihan Kecamatan Kejobong yang merupakan faklor
internal organisasi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

Strength (Kelebihan)

I. Adanya dukungan pemimpin bahwa pemimpin bisa memberikan arahan,
motivasi kepada bawahan uniuk mencapai tujuan bersama;

2. Adanya pelayanan yang, mudah, cepat dan tepat waktu. Didalam melayani
masyarakal kita berusaha yang ramah, santun dan dipermudah, kepastian
waktu dapat diselesaikan dengan waktu yang ditentukan.

3. Tersedianya jumlah aparalur yang memadai antara lain : Satpol PP 3
orang, Staf Trantibum 1 orang, Kasi PMD 1 orang, Staf 1 orang, Kasi
Kesra 1 orang, pengemudi 1 orang.

Berdasarkan analisis SWOT diatas,Strategis Pembangunan yang ditempuh oleh
¥ecamatan Kejobong adalah Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi berbasis
kinerja;

1]

9.2 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN KEJOBONG
Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrt dan usaha pelaksanaan
perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada
pemenntah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan
Selain itu, arah kebijakan pembangunan Kecamatan Kejobong juga merupakan
Pedoman untuk menenfukan tahapan pembangunan selama lima tahun guna

encapai sasaran renstra secara  bertahap  untuk penyusunan dokumen
Renstra

—
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TODET- J. 1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan

VISI :Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia

pelayanan secara prima kepada masyarakat.

MISI 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efektif, inovatif, bersih,

akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberika

TUJUAN KECAMATAN | SASARAN KECAMATAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas [1. Meningkatnya kualitas [1. Memberikan pelayanan |1. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme Sumber
pelayanan pubtik di pelayanan Kecamatan berkualitas kepada | Daya Aparatur.
Kecamatan masyarakat.
. Mengembangkan  inovasi 2. Penyediaan Sarana  dan Prasarana pendukung

pelayanan publik.

penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan yang memadai.

. Merubah pola pikir aparatur

yang semula ingin dilayani
masyarakat menjadi

melayani masyarakat.

3. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat sesuai
dengan kewenangam;

i, : Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa

5., Peningkatan kcordinasi dan komunikasi dalam rangka kondusifitas
wilayah

2. Meningkatnya
Kelembagaan Kecamatan

Kualitas

Mengembangkan
profesionalitas dan kapasitas
daya aparatur

1. Peningkatan kempetensi, kapasitas dan profesicnalisme Sumber
Daya Aparatur,

——
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Peningkatan standar pola
manajemen administrasi

pemerintahan

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan pelaporan tata
kelola Pemerintahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

) Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil
yntuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumiah
gan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

| Unfuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan
E:Kejobcng Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, maka secara keseluruhan
merupakan  penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM ) Daerah Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kejobong dalam Renstra
fTahun 2021-2026. telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima)
-[_ tahunan yang meliputi program-program :

|
|. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

|
|
|

1.1, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
l.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
c.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD
I.3. Admininstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meliputi :
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
I.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
; a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor:
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

d. fasilitasi Kunjungan Tamu

e.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD:
f. Dukungan Pelaksanaan Sisitim Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

lLE;e:ngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah -
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|, pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
I

" Penyemaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

penyediaan Jasa Surat Menyurat;

p, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
¢ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor:
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
7. pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
|8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meliputu :
a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
.Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
I.1.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan,
meliputi:
a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
Il.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
a Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
I.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

lIl.1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Desa;
| b. Peningkaiwn Efekiitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
i Kecamatan;

V.Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

IV.1.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

a, Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;

_. b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

;- -Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

»). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
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a. Pembinaan Persatyan dan Kesatuan Bangsa
.y, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

' VIIFasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa |

a. Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi

2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa

a. Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi
pengelolaan keuangan desa dan aset desa, fasilitasi

rekomendasi pengangkatan
dan pemberhentian Perangkat desa.

b. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa.

3. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

a. Jumlah rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

4. Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
a. Jumlah desa yang difasilitasi Pemilihan Kepala Desa.
Adapun Renca)a Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

, Dan
' Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel terlampir Tabel 6.1

b
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Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikat! Kecamatan Kepobong.
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BAB vi|
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujua
nera akan memberikan ramby atau sinyal menge
gukumya telah berhasi| dilaksanakan atau dica
jdikator Kinerja yang baik akan menghasilkan inf
yang lebih baik dan lebih menggambarkan menge

ddukung dengan suatu sistem pengumpulan d
maka kondisi

nai apakah kegiatan atau sasaran yang
Pai sesuaidengan yang direncanakan.
ormasi kinerja yang memberikan indikasi
nai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila
an pengolah data kinerja yang memadai,
ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil
pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama
periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Kejobong untuk memberikan gambaran

ukuran keberhasilan dalam melayani secara prima kepada masyarakat dapat melalu indek
kepuasan masyarakat. °

Prestasi Kecamatan Kejobong lima tahun ke depan dapat digambarkan dan
ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator
kinerja program (Out comerhasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka
menengah dan indikator kegiatan (out put/keluaran). Penetapan indikator kinerja atau ukuran
Kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Kejobong
harus ditetapkan secara cemmat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta
memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Kejobong ke |
depan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Kejobong
itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk
mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus
mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-
2026,

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan
\Pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada
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“‘mmncmnnknn kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan

a0 : ; :
erintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan

‘dglﬂ-"i pem

pengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang
an digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.
‘-enampﬂn indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan
galtas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk
jukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta
adikator kinerja Kecamatan Kejobong yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci
pdikator kinerja untuk lima tahun ke depan dalam kurun waktu 2021-2026 sebagai komitmen
quk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran hasil revisi RPJMD Kabupaten
syrbalingga Tahun 2016-2021 seperti pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD PD Kecamatan Kejobong
Kabupaten Purbalingga

Kondisi Kondisi

Kinerja Kinerja
Indikator Pada Target Capaian Setiap Tahun pada
ujuan/sasaran/ satuan Awal Akhir

Program Periode Periode
RPJMD RPJM

Tahun |[Tahun|Tahun{Tahun|Tahun|Tahun|{Tahun

0 2021|2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
(2)- (3) @ | G | & | 7)) @8 | 9 (10)
dikator Tujuan |
KU)
ideks Kepuasan Angka NA 86 87 88 89 90

1asyarakat di

\ecamatan

e ——
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PENUTUP

Renstra Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 memiliki
kedudukan yang sangal slralegis karena menjadi arah seria acuan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan
dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang perencanaan
pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Kecamatan Kejobong di
masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Kecamatan Kejobong memuat rumusan lujuan, sasaran, strategis dan
kebjjakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama
pericde lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Kecamatan Kejobong dalam
menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi

dalam pelaksanaannya. Renstra Kecamatan KejobongTahun 2021- 2026 sebagai pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Kejobong setiap tahunnya dengan

tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Purbalingga,

Besarnya kompleksitas permasalahan dan lantangan yang dGihadapi dalam
pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses
pembangunan berdasarkan siklus perecanaan dalam Renslra Kecamatan Kejobong ditengah
keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh
masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkal kan efisien
pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan PD sangat tergantung dari peran
serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait seta aparatur pemerintah, diperlukan pula
sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan
penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

disiplin  para

Oleh karena sifalnya yang masih indikatif maka data dan informasi baik tentang
sumber daya yang diperiukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen
fencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku sehingga dalam
Pelaksanaannya disesuaikan dengan siluasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang
tersedia,

: ‘.-I'{:i‘i'icjppn . 24 September 2021
PO T KEJOBONG
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e~ NIP dﬂ,ﬁ 609 1968610 1 007
! % .F.")'“ I,";L\—}.“_‘ .

i~ S

¢ ecams £ al
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kejobong

04

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

v

BAB Il
PENUTUP

t Daerah (Renstra PD) Tehun 2021-2026
trategle perangkat daerah, sebagal bentuk

telah
rbalingga Tahun 2021-2026 yang
4 5 alingga Nomor 5 Tahun

Rencana Strategls Perangka
nerupakan dokumen perencanaan &
| penjabaran dari RPJMD Kabupaten 5
" ditetapkan melalul Peraturan Daerah Kabupaten Pur
2021, |
Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan
keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanyea dalam pc.;-.nerfman
tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kmelrjanya
dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pcmba.ngunan :|s.ng?<a
menengah Kabupaten Purbalingga schingga akan tCI'WLlj"le mta—czlta.
pembangunan «purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju
Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 202

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 September 203l

7 URBALINGGA,
I i,
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